
     LEMBARAN DAERAH
                                                              KOTA DEPOK

NO. 41                                                             2003                                                            SERI. C

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR  23  TAHUN  2003

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DI KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Otonomi Daerah dibidang 

pengelolaan pasar sebagaimana diatur dalam  Pasal 60 Peraturan Daerah

Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah serta sejalan dengan perkembangan perekonomian 

dan meningkatnya kebutuhan pelayanan Pemerintah terhadap 

masyarakat dalam pengelolaan pasar, dipandang perlu mengatur 

Pengelolaan Pasar di Kota Depok;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar di Kota 

Depok;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3209);

2. Undang …
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2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya 

Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3828);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah  

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengara Negara 

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 

Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai 

Dampak Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara               

Nomor 3952);

10. Peraturan …
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Peratanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 

Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara               

Nomor 4090);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah  

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4139);

13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000       

Nomor 27);

14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2001 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah 

Kota Depok Tahun 2001 Nomor 45);

15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok 

Tahun 2001 Nomor 60 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota 

Depok Tahun 2003 Nomor 35);

16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pokok –

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Daerah Kota Depok 

Tahun 2003 Nomor 01 Seri D );

17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 33);

18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 34);

Dengan …
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Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PENGELOLAAN PASAR 

DI KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.

3. Walikota adalah Walikota Depok.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selajutnya disebut DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok

5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Kota 

yang berwenang dibidang pengelolaan pasar dan mendapat 

pendelegasian wewenang dari Walikota.

6. Pasar adalah tempat yang ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai 

tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan 

transaksi dimana proses jual beli terbentuk, yang menurut kelas mutu 

pelayanan dapat digolongkan menjadi Pasar Tradisional dan Pasar 

Modern dan menurut sifat pendistribusiannya dapat digolongkan menjadi 

eceran dan  Pasar Perkulakan / grosir.

7. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh 

Pemerintah, Swasta, Koperasi atau Swadaya masyarakat dengan 

tempat usaha berupa toko, kios, los/Counter, dan lemprakan yang 

dimiliki / dikelola oleh pedagang kecil dan menengah dan koperasi 

dengan usaha skala kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli 

melalui tawar menawar.

8. Pasar …
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8. Pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, Swasta 

dan atau Koperasi dimana pengelolaanya dilaksanakan secara modern 

dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan 

manajemen berada disatu tangan, bermodal relatif kuat dan dilengkapi 

label yang pasti.

9. Bangunan Pasar adalah semua bangunan didalam pasar dengan bentuk 

apapun juga.

10.Kios adalah Bagian dari bangunan yang satu sama lain dibatasi dengan 

dinding serta dapat ditutup.

11.Los adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan 

beratap, baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk 

menjajakan barang-barang dagangan.

12.Lemprakan adalah tempat di dalam bangunan pasar atau halaman pasar 

yang khusus disediakan dengan menggunakan manajemen waktu.

13.halaman pasar adalah bagian pasar yang tidak ada bangunan yang 

digunakan untuk menunjang kegiatan berdagang.

14.Tempat berjualan adalah tempat didalam bangunan pasar atau halaman 

pasar yang khusus disediakan untuk melakukan kegiatan usaha berupa 

toko, kios, los/counter dan lemprakan.

15.Pengelolaan pasar adalah pengelolaan manajemen secara langsung 

terhadap pasar milik pemerintah daerah dan pengelolaan tidak langsung 

dalam bentuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap 

pusat perbelanjaan, milik swasta.

16.Pedagang adalah mereka yang memakai tempat untuk berjualan barang 

maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar milik pemerintah 

daerah.

17.Pedagang tetap adalah pedagang secara terus menerus di pasar dan 

dilokasi tertentu milik Pemerintah Daerah yang tetap dan penggunaan 

tempat tersebut oleh pedagang yang bersangkutan telah mendapat ijin 

resmi dari Walikota Depok.

18. Badan …
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